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Abstrak:  

Pemanfaatan tanah sebagai benda berharga merupakan hak dari setiap masyarakat untuk 

memanfaatkan dan menikmati dari hasil pengelolaan tanh tersebut. Namun dalam kenyataanya, 

dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, memberikan permasalahan tersendiri 

lantaran tidak sebandingnya rasio antara jumlah penduduk dan jumlah luas tanah. Selain itu faktor 

ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial 

yang diawali dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan objek tanah, menyebabkan 

banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan 

hukum antara pemilik tanah dan tanah yang ditelantarkan. Penelantaran tanah yang kian banyak 

terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi 

baik dari segi administratif maupun dari segi finansial. Tentu perlu adanya campur tangan dari 

pemerintah untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai landasan hukum 

yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap lahan dan potensi kawasan terlantar. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana 

tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar 

tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak yang baik dalam hal 

ketertiban administrasi pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban 

kawasan dan tanah yang terlantar, serta disertai dengan pendekatan kontekstual. Dengan tujuan 

memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan 

hukum sekunder. 

Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlantar 
 

Abstract:  

Land use as a valuable object is the right of every person to utilize and enjoy the results of land 

management. However, in reality, the increasing population in Indonesia presents a problem because 

the ratio between population and land area is different. Furthermore, the inability to carry out land 

management from a technical, managerial, and financial perspective, starting from buying and selling 

activities related to land, causes a lot of land abandonment, which has the potential to result in the 

elimination of the legal relationship between the land owner and the abandoned land. Land 

abandonment is increasingly occurring in Indonesia, and this occurs due to various underlying 

factors from an administrative and financial perspective. Indeed, there needs to be intervention from 

the government to control and utilize abandoned land. Government Regulation Number 20 of 2021 on 

Controlling Abandoned Areas and Land as the legal basis for preventing abandoned land and 
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potential areas. Based on the things described above, the author wants to research the stages of 

controlling abandoned land to provide legal certainty and have a good impact on orderly land 

administration. Moreover, how to utilize this abandoned land. This research is normative legal 

research that uses a statutory approach and regulations relating to the control of abandoned areas 

and land and also uses a contextual approach. To gain an understanding of the regulations related to 

this research. The data collection technique used is a library study technique, namely a data 

collection technique by conducting a library study of primary and secondary legal materials. 

Keywords: Abandoned Land, Government Regulations, Land Control, Land Utilization 

LATAR BELAKANG 

Dalam Pasal 4 Ulndang-Ulndang Pokok Agraria melnyatakan bahwa  

“Atas dasar hak melngulasai dari Nelgara selbagai yang dimaksu ld dalam Pasal 2 

ditelntu lkan adanya macam-macam hak atas pe lrmulkaan bulmi, yang dise lbult tanah, 

yang dapat dibelrikan kelpada dan dipulnyai olelh orang-orang, baik se lndiri maulpuln 

belrsama-sama dengan orang lain selrta badan-badan hulkulm”. 

Belrdasarkan ulraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah dalam pelngelrtian 

yulridis adalah pelrmulkaan bulmi.  Makna pelrmulkaan bulmi telrselbult maksuldnya selbagai bagian 

dari tanah yang dapat dihaki olelh seltiap orang atau badan hulkulm. Olelh karelna itul, hak-hak 

yang timbull diatas pelrmulkaan bulmi telrselbult telrmasulk bangulnan atau belnda-belnda yang 

telrdapat di atasnya melru lpakan sulatul pelrsoalan hulkulm. Maksuld pelrsoalan hu lkulm ini adalah 

pelrsoalan yang belrsinggulngan elrat dengan dianultnya asas-asas yang belrkaitan dengan 

hulbulngan antara tanah dengan tanaman dan bangulnan yang telrdapat di atasnya.1 

 Tanah adalah belnda belrharga yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan olelh orang 

diselsulsaikan dengan fulngsi dan pelruntukkannya. Namuln pelrbandingan antara lulas tanah dan 

julmlah pelnduldulk belrbanding telrbalik, dimana julmlah pelnduldulk selmakin belrtambah 

seldangkan lulas tanah tidak akan belrtambah. Belrdasarkan Gini Ratio telrkait pelngulasaan tanah 

di Indonelsia yang melndelkati angka 0,58, ini artinya hanya 1% pelnduldulk teltapi melngulasai 

58% sulmbelr daya agraria, tanah, dan rulang. Hal ini belrarti bahwa 99% pelnduldulk hanya 

melmiliki aksels dan aselt atas sisa sulmbelr daya agraria, tanah, dan rulang di Indonelsia selbelsar 

42%.2 

 Kondisi ini selmakin dipelrbulrulk dengan banyaknya pemegang Hak Atas Tanah atau 

Dasar Pelngulasaan Atas Tanah Skala Belsar yang melnellantarkan tanahnya. Pelnellantaran ini 

telrjadi dikarelnakan faktor kelselngajaan selpelrti motif spelkullasi untuk melndapatkan pinjaman 

dari lelmbaga kelulangan/pelrbankan, untuk julal belli namuln dengan melnulnggul nilai harga tanah 

melnjadi tinggi, dan bisa julga keltidakmampulan baik selcara telknis, manajelrial, dan finansial 

dari pemegang hak atas tanah telrselbult untuk melngulpayakan selsulatul di atas tanahnya, ini 

melnjadi belbelrapa pelnyelbab adanya pelnellantaran tanah.3 

 Hingga saat ini kelbelradaan tanah yang suldah telrindelntifikasi telrlantar tellah melnyelbar 

melrata di hampir sellulrulh Indonelsia. Badan Pelrtanahan Nasional (BPN) melncatat ada selkitar 

1.200.000 helktare l(ha) lahan telridelntifikasi telrlantar di Indonelsia. Dari total telrselbult, lahan 

dengan statuls Hak Gulna Ulsaha melndominasi julmlah lahan telridelntifikasi telrlantar sellulas 

1,19 julta helktarel, lahan telrlantar dengan statuls Hak Gulna Bangulnan sellulas 67.605 helktarel, 

dan lahan telrlantar dengan statuls Hak Pakai dengan jangka waktul telrtelntul sellulas 6.043 

helktarel

4.  Yang mana dengan angka ini melnulnjulkkan bahwa pelnellantaran tanah melrulpakan 

 
1 S H Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 
2 Lavinda, ‘Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria Dan Tata Ruang Mendesak’, 

Bisnis.Com, 2016. 
3 Iskandar Syah, Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan 

Tanah 2021 (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021). 
4 CNN Indonesia, ‘BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar’, CNN Indonesia, 2021. 
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isul stratelgis yang pelrlu l dilakulkan pelnyellelsaian mellaluli pelnelrbitan tanah telridelntifikasi 

telrlantar dan sellanjultnya pendayagunaan tanah nelgara belkas tanah telrlantar. 

 
Gambar 1: Sebaran potensi tanah teridentifkasi terlantar di Indonesia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su lmbe lr : Dire lktorat Je lndelral Pe lnge lndalian dan Pe lnelrtiban Tanah dan Rulang Kelme lnte lrian ATR/BPN, Laporan 

Kine lrja Dire lktorat Pelne lrtiban Pe lngulasaan Pe lmilikan dan Pe lnggulnaan Tanah, 2021. 

 

 Tanah dibelrikan dan dipulnyai olelh orang dengan hak-hak yang diseldiakan dalam 

UlUlPA untuk diulsahakan, digulnakan atau dimanfaatkan, selrta dipellihara dengan baik selsulai 

dengan fulngsinya. Tulju lannya adalah sellain untuk kelseljahtelraan bagi pemegang haknya 

selndiri julga haruls ditulju lkan untuk kelseljahtelraan masyarakat, bangsa, dan nelgara. Namuln 

belrdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UlUlPA telrselbult julga dikatakan bahwa hak atas 

tanah akan hapuls apabila tanah telrselbult ditellantarkan.  

 Melnulrult Pasal 7 Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahuln 2021 telntang Pelnelrbitan 

Kawasan dan Tanah Telrlantar, dikatakan bahwa tanah hak gulna bangulnan, hak pakai, hak 

pelngellolaan, hak gulna u lsaha, dan tanah yang dipelrolelh belrdasarkan Dasar Pelngulasaan Atas 

Tanah akan melnjadi objelk pelnelrbitan tanah telrlantar jika dengan selngaja tidak diulsahakan, 

tidak dipelrgulnakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipellihara telrhitulng mullai 2 (dula) 

tahuln seljak ditelrbitkannya hak. 

 Waktul 2 (dula) tahuln ini melnjadi masa yang singkat jika sulatul tanah tidak diulsahakan, 

dipelrgulnakan, dan dimanfaatkan selrta dipellihara dengan baik karelna akan melngakibatkan 

hulbulngan hulkulm yang belrsangkultan dengan tanahnya akan dihapulskan dan ditelgaskan 

selbagai tanah yang dikuasai langsulng olelh nelgara. Hal ini belrtuljulan untuk mellakulkan 

pelnelrtiban tanah telrlantar. Belrdasarkan hal-hal di atas melnjadi bahan pelnullis untuk melnelliti 

telntang bagaimana tahapan dari pelnelrtiban tanah telrlantar dan bagaimana ulpaya 

pendayagunaan tanah telrlantar telrselbult. 

 

 

METODE 



Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

TAUFANI YUNTHIA PUTRI, CITRA DEWI SAPUTRA, M. MARTINDO MERTA, ALIP DIAN PRATAMA 

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan◼ Vol.12 No.2 November 2023 

137 
 

Pelnellitian hulkulm melru lpakan selrangkaian aktifitas ilmiah yang dilakulkan dalam rangka 

melmahami pelrmasalahan hulkulm yang telrjadi dan pada akhirnya akan melnyimpullkan dan 

melmbelrikan sulatul solu lsi untuk melngatasi pelrmasalahan hulkulm.5 Meltodologi pelnellitian 

adalah ilmul melngelnai jelnjang-jelnjang yang haruls dilaluli dalam sulatul prosels pelnellitian, atau 

ilmul yang melmbahasa meltodel ilmiah dalam melncari, melngelmbangkan, dan melngulji 

kelbelnaran sulatul pelngeltahulan, pelngeltahulan yang dimaksuld dalam hal ini adalah pelngeltahulan 

hulkulm.6 

 Pelnellitian hulkulm ini melnggulnakan meltodel pelnellitian normatif. Pelnellitian normatif 

adalah jelnis pelnellitian dimana prosels untuk melnelmulkan sulatul atulran hulku lm dan prinsip 

hulkulm untuk melnjawab isul yang belrhulbulngan dengan hulkulm7. Pelnellitian hulkulm selcara 

sistelmastis melngulngkap atulran-atulran hulkulm yang melngatulr sulatul wilayah hulkulm telrtelntul, 

melnganalisis hulbulngan antara norma hulkulm yang satul dengan norma hulku lm lainnya, dan 

melngkaji bagian-bagian norma hulkulm yang sullit dipahami dengan tuljulan melnjellaskan dan 

dapat julga melmpreldiksi pelrkelmbangan hulkulm telrtelntul di masa delpan.8 

 Pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan pelrulndang-ulndangan dan pelndelkatan 

kontelkstulal. Dengan tu ljulan melmpelrolelh pelmahaman akan pelratulran yang belrhulbulngan 

dengan pelnellitian ini. Telknik pelngulmpullan data yang digulnakan adalah telknik stuldi 

kelpulstakaan, yaitul telknik pelngulmpullan data dengan mellakulkan stuldi pu lstaka telrhadap 

bahan-bahan hulkulm, baik bahan hulkulm primelr selrta bahan hulkulm selkulndelr.9 

 

ANALISIS DAN DISKUSI 

Tahapan Penertiban Tanah Terlantar 

Sehubungan dengan diulndangkannya Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta 

Kelrja, Pelmelrintah Relpu lblik Indonelsia tellah melngulbah keltelntulan-keltelntulan hulkulm yang 

belrlakul telrmasulk dalam bidang agraria dan pelnataan rulang. Pelmelrintah tellah sah 

melngulndangkan belbelrapa pelratulran pellaksanaan dari Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult, 

antara lain Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahu ln 2021 telntang Pelnelrbitan Kawasan dan 

Tanah Telrlantar.10 

 Seltiap orang atau badan hulkulm yang melmiliki hak atas tanah atau hak pelngellolaan 

wajib untuk mengusahakannya, mempergunakannya, memanfaatkannya selrta memelihara 

dengan baik tanah telrselbult, dan tidak melnellantarkannya. Apabila kondisi ini telrjadi maka 

akan telrdapat konselkulelnsi hulkulm yaitul hapulsnya hak atas tanah dan pelmultulsan hulbulngan 

hulkulm. Melskipuln orang atau badan hulkulm belrada dalam statuls bellulm melndapatkan hak atas 

tanah telrselbult, teltapi apabila tellah melnellantarkan tanahnya maka akan dihapulskan dan 

ditelgaskan selbagai tanah yang dikuasai langsulng olelh nelgara.11 

 Dalam rangka untuk mellakulkan pelnelrtiban tanah-tanah telrlantar ini, Pelmelrintah 

Relpulblik Indonelsia tellah belbelrapa kali mellaku lkan ulpaya telrmasulk melmbulat relgullasi 

pelratulran telntang pelnelrtiban tanah telrlantar yang pelrtama kali tellah diulndangkan dalam 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 36 Tahuln 1998 telntang Pelnelrtiban dan Pendayagunaan Tanah 

Telrlantar, lalul seliring dengan belrjalannya waktul sellanjultnya PP ini diganti dengan Pelratulran 

Pelmelrintah Nomor 11 Tahuln 2010 telntang Pelnelrtiban dan Pendayagunaan Tanah Telrlantar, 

 
5 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai 

Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan, 7.1 (2020), 20–33. 
6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005). 
8 Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, ‘Pengaturan Tanah 

Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan’, Jurnal Konstruksi Hukum, 3.3 (2022), 

515–20. 

 9 Ibid 
10 Ghazi Luthfi, ‘Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’, Hukumproperti.Com, 2021. 
11 Luthfi. 



Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

TAUFANI YUNTHIA PUTRI, CITRA DEWI SAPUTRA, M. MARTINDO MERTA, ALIP DIAN PRATAMA 

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan◼ Vol.12 No.2 November 2023 

138 
 

dan yang telrbarul karelna PP selbellulmnya dianggap suldah tidak rellelvan lagi dengan 

pelrkelmbangan kondisi yang telrjadi di lapangan maka digantikan dengan Ulndang-Ulndang 

Nomor 20 Tahuln 2021 telntang Pelnelrtiban Kawasan dan Tanah Telrlantar dengan cakulpan 

yang lulas tidak telrbatas pada tanah telrlantar saja namuln julga melngatulr melngelnai kawasan 

telrlantar. 

 Pasal 1 Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahuln 2021 melnjellaskan bahwa Tanah 

Telrlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pelngellolaan, dan tanah yang dipelrolelh belrdasarkan 

Dasar Pelngulasaan Atas Tanah, yang selngaja tidak diulsahakan, tidak dipelrgulnakan, tidak 

dimanfaatkan, dan/atau tidak dipellihara.  

 Selsulai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahuln 2021 

ini bahwa tanah hak gulna bangulnan, hak pakai, dan hak pelngellolaan melnjadi objelk 

pelnelrtiban Tanah Telrlantar jika dengan selngaja tidak dipelrgulnakan, tidak dimanfaatkan, 

dan/atau tidak dipellihara telrhitulng 2 (dula) tahuln seljak ditelrbitkannya hak. Maka ini dapat 

diartikan bahwa sellama masa waktul 2 (dula) tahuln apabila tanah ini tidak difu lngsikan selsulai 

dengan amanat dalam PP Nomor 20 Tahuln 2021 ini maka dikatakan selbagai tanah telrlantar. 

 Lalul untuk tanah yang belrstatuls hak milik diatulr dengan keltelntulan dalam Pasal 7 ayat 

(2) yaitul  

“Tanah hak milik me lnjadi objelk pelnelrtiban Tanah Te lrlantar jika dengan selngaja 

tidak dipelrgulnakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipellihara se lhingga: a. 

dikuasai olelh masyarakat se lrta melnjadi wilayah pe lrkampulngan, b. dikuasai olelh 

pihak lain selcara te lruls-melnelruls sellama 20 (dula pullulh) tahu ln tanpa adanya 

hulbulngan hulkulm dengan Pemegang Hak; atau c. fu lngsi sosial Hak Atas Tanah tidak 

telrpelnulhi, baik Pemegang Hak masih ada maulpuln suldah tidak ada.” 

 Selrulpa dengan pemegang hak atas tanah lainnya, untuk tanah hak gulna ulsaha dan 

tanah yang dipelrolelh belrdasarkan Dasar Pelngulasaan Atas Tanah selsulai dengan Pasal 7 ayat 

(4) dan ayat (5) PP Nomor 20 Tahuln 2021 dikatakan bahwa tanah telrselbult dapat melnjadi 

objelk pelnelrtiban Tanah Telrlantar jika dengan selngaja tidak diulsahakan, tidak dipelrgulnakan, 

tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipellihara telrhitulng mullai 2 (dula) tahuln seljak 

ditelrbitkannya hak. 

  Dan tanah hak pelngellolaan yang dikelculalikan dari objelk pelnelrtiban Tanah Telrlantar 

adalah tanah hak pelngellolaan masyarakat hulkulm adat dan tanah hak pelngellolaan yang 

melnjadi Aselt Bank Tanah, selbagaimana tellah diatulr dalam Pasal 8 PP Nomor 20 Tahuln 

2021. 

 Selbellulm tanah diteltapkan selbagai Tanah Telrlantar, tanah yang telrindikasi telrlantar ini 

dilakulkan tahapan inveltarisasi yang dilakulkan olelh Kantor Pelrtanahan. Invelntarisasi ini 

dilakulkan paling celpat 2 (dula) tahuln seljak ditelrbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pelngellolaan, 

atau Dasar Pelngulasaan Atas Tanah. Melnulrult Pasal 11 ayat (3) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 

20 Tahuln 2021, invelntarisasi selbagaimana dimaksu ld pada ayat (1) dilaksanakan belrdasarkan 

laporan atau informasi yang belrsulmbelr dari: 

 a. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang Dasar Pelngulasaan 

      Atas Tanah; 

 b. hasil pelmantau lan dan elvalulasi Hak Atas Tanah dan Dasar Pelngulasaan Atas Tanah 

     yang dilakulkan olelh Kantor Pelrtanahan, Kantor Wilayah, dan Kelmelntelrian; 

 c. kelmelntelrian/lelmbaga; 

 d. pemerintah daerah; dan/atau 

 el. masyarakat. 

 Hasil invelntarisasi tanah telrindikasi telrlantar ini dilampiri dengan data telkstulal dan 

data spasial. Lalul dari hasil pellaksanaan invelntarisasi ini akan diprosels melnjadi data tanah 

telrindikasi telrlantar. Data ini nantinya akan melnjadi basis data pellaporan, bahan analisis, dan 
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pelnelntulan tindakan sellanjultnya. Yang sellanjultnya akan diintelgrasikan dengan sistelm 

informasi pelrtanahan Kelmelntelrian.12 

 Kelbijakan melngelnai pelnelrtiban tanah telrlantar ini mellaluli belbelrapa tahapan. Dari 

data tanah yang telrindikasi telrlantar ditindaklanjulti dengan pelnelrbitan Tanah Telrlantar. 

Selsulai dengan Pasal 22 ayat (2) yang belrbulnyi Pelnelrbitan Tanah Telrlantar selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) dilakulkan mellaluli tahapan: 

1. elvalu lasi Tanah Telrlantar; 

2. pelringatan Tanah Telrlantar; dan 

3. pelneltapan Tanah Telrlantar. 

 Tuljulan dari elvalulasi Tanah Telrlantar ini adalah untuk memastikan pemegang hak, 

pemegang hak pelngellolaan, atau pemegang dasar pelngulasaan atas tanah mengusahakan, 

mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. 

Elvalulasi ini dilakulkan olelh panitia yang tellah dibelntulk dan diteltapkan olelh kelpala Kantor 

Wilayah dan dilaksanakan dalam jangka waktul 180 (selratuls dellapan pullulh) hari kalelndelr.13 

 Melnulrult atulran dalam Pasal 23 ayat (3) elvalulasi Tanah Telrlantar selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) paling seldikit mellipulti: 

a) pelmelriksaan telrhadap doku lmeln Hak Atas Tanah, Hak Pe lngellolaan, atau Dasar 

Pelngulasaan Atas Tanah; 

b) pelmelriksaan telrhadap relncana pelngulsahaan, pelnggulnaan, pelmanfaatan, dan/atau 

pelmelliharaan tanah; 

c) pelmelriksaan te lrhadap pelngulsahaan, pelnggulnaan, pelmanfaatan, dan/atau l   

pelmelliharaan tanah se lcara faktu lal; dan 

d) pelmbelritahulan kelpada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang 

Dasar Pelngulasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, 

memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. 

 Jika dalam hasil elvalulasi ini tidak ditelmulkan data tanah yang ditellantarkan dengan 

selngaja, maka kelpala Kantor Wilayah dapat melngu lsullkan pelnghapulsan dari basis data tanah 

telrindikasi telrlantar kelpada Melntelri. 

 Namuln apabila belrdasarkan hasil elvalulasi dikeltahuli bahwa melmang Pemegang Hak, 

Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang Dasar Pelngulasaan Atas Tanah melmang dengan 

selngaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak 

memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai maka kelpala Kantor Wilayah akan 

melnyampaikan pelmbelritahulan kelpada para Pemegang Hak telrselbult untuk mengusahakan, 

mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai 

dalam waktul 180 (selratuls dellapan pullulh) hari kalelndelr seljak tanggal ditelrbitkannya 

pelmbelritahulan. Dan apabila dalam jangka waktu l yang tellah dibelrikan tidak telrjadi julga 

pelmanfaatan atas tanah telrselbult maka akan dilakulkan prosels pelmbelrian pelringatan.14 

 Telrkait dengan obyelk tanah telrindikasi telrlantar ini, ada hal-hal yang haruls 

melndapatkan pelrhatian khu lsul untuk dikaji, kelmuldian ditellaah, dan dibahas, antara lain: 

1) Obyelk tanah yang su ldah telrindikasi telrlantar yang se lbellulm telrcatat dalam Basis Data 

Tanah Telrindikasi Telrlantar ini su ldah belrakhir haknya:15 

 
12 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan 

Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenhumham RI, 2021). 
13 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan 

Tanah Terlantar’. 
14 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan 

Tanah Terlantar’. 
15 Syah. 
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2) Obyelk tanah yang te llah telrindikasi telrlantar namu ln bellulm dilaku lkan pelnelrtiban tanah 

telrlantar dan telrcatat dalam Basis Data Tanah Te lrindikasi Telrlantar kelmuldian 

belrakhir haknya; 

3) Obyelk tanah telrindikasi te lrlantar yang keltika dilaku lkan pelnelrtiban tanah te lrlantar 

bellulm belrakhir haknya dan ke lmuldian belrakhir hak pada saat pe lnelrtiban masih 

belrjalan; 

4) Obyelk tanah telrindikasi te lrlantar yang keltika dilaku lkan pelnelrtiban tanah te lrlantar 

bellulm belrakhir haknya dan ke lmuldian belrakhir hak se ltellah pelnelrtiban tanah te lrlantar 

suldah dilaksanakan; 

5) Obyelk yang pada saat diu lsullkan pelneltapan tanah te lrlantar bellulm belrakhir dan 

kelmuldian belrakhir haknya. 

 Tahap keldula adalah tahap pelmbelrian pelringatan Tanah Telrlantar. Belrdasarkan Pasal 

25 PP ini, apabila dalam hasil elvalulasi disimpullkan bahwa telrdapat tanah telrlantar maka 

kelpala Kantor Wilayah melmbelrikan pelringatan pelrtama dalam belntulk telrtullis kelpada 

pemegang Hak, Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang Dasar Pelngulasaan Atas Tanah 

dan pihak lain yang belrkelpelntingan. Isi dari pelringatan pelrtama ini adalah agar para 

pemegang hak mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara 

tanahnya dalam jangka waktul paling lama 90 (selmbilan pullulh) hari kalelndelr seljak tanggal 

ditelrimanya sulrat pelringatan pelrtama. 

 Ketika Pemegang Hak, Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang Dasar 

Pelngulasaan Atas Tanah tidak mellaksanakan pelringatan telrtullis pelrtama maka kelpala Kantor 

Wilayah melmbelrikan pelringatan telrtullis keldula. Yang isinya julga melminta para pemegang 

hak untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya 

dalam jangka waktul 45 (elmpat pullulh lima) hari kalelndelr seljak tanggal ditelrimanya sulrat 

pelringatan keldula. Dan apabila masih bellulm dimanfaatkan tanah telrlantar telrselbult maka akan 

kellular pelringatan telrtullis keltiga yang dibelrikan jangka waktul 30 (tiga pullulh) hari kalelndelr 

seljak tanggal ditelrimanya sulrat pelringatan keltiga. 

 Tahapan telrakhir adalah pelneltapan Tanah Telrlantar. Dalam hal Pemegang Hak, 

Pemegang Hak Pelngellolaan, atau Pemegang Dasar Pelngulasaan Atas Tanah tidak 

mellaksanakan pelringatan telrtullis keltiga maka kelpala Kantor Wilayah dalam jangka waktul 

paling lama 30 (tiga pullulh) hari kelrja melngulsu llkan pelneltapan Tanah Telrlantar kelpada 

Melntelri, selbagaimana tellah diatulr dalam Pasal 27 PP Nomor 20 Tahuln 2021. Dan untuk 

selbidang tanah yang diulsullkan pelneltapannya selbagai Tanah Telrlantar maka tidak dapat 

dilakulkan pelrbulatan hulkulm sampai dengan ditelrbitkannya Kelpultulsan Melntelri. 

 Atulran dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahuln 

2021 dalam hal tanah yang akan diteltapkan selbagai Tanah Telrlantar belrulpa tanah hak atau 

tanah Hak Pelngellolaan dan melrulpakan selbagian/kelsellulrulhan hamparan, pelneltapan Tanah 

telrlantar melmulat julga: 

 a. hapulsnya Hak Atas Tanah atau Hak Pelngellolaan; 

 b. pultulsnya hulbu lngan hulkulm; dan 

 c. pelnelgasan selbagai tanah nelgara belkas Tanah Telrlantar yang dikuasai langsulng  

  olelh nelgara 

 Sementara untuk pelneltapan Tanah Telrlantar yang melrulpakan selbagian hamparan 

maka dipelrintahkan untuk mellakulkan relvisi lulas Hak Atas Tanah atau Hak Pelngellolaan. 

Dalam hal tanah yang akan diteltapkan selbagai Tanah Telrlantar melrulpakan tanah yang tellah 

dibelrikan Dasar Pelngulasaan Atas Tanah, pelneltapan Tanah Telrlantar melmulat julga: 

1. pelmultulsan hulbulngan hu lkulm antara Pemegang Dasar Atas Pelngulasaan Atas Tanah 

dan tanah yang dikuasai; dan 

2. pelnelgasan selbagai tanah ne lgara belkas Tanah Telrlantar yang dikuasai langsu lng olelh 

nelgara. 
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Tabel 1: Rekapitulasi Capaian Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su lmbe lr : Dire lktorat Je lndelral Pe lnge lndalian dan Pe lnelrtiban Tanah dan Rulang Kelme lnte lrian ATR/BPN, Laporan 

Kine lrja Dire lktorat Pelne lrtiban Pe lngulasaan Pe lmilikan dan Pe lnggulnaan Tanah, 2021. 

 

Pendayagunaan Tanah Terlantar 

Belrdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Ulndang-Ulndang Pokok Agraria, sulatul bidang 

tanah dengan statuls hak milik, hak gulna ulsaha, dan hak gulna bangulnan akan hapuls antara 

lain apabila tanah telrselbult ditellantarkan. Bahwa saat ini pelnellantaran tanah makin 

melnimbullkan kelselnjangan sosial, elkonomi, dan kelseljahtelraan rakyat selrta melnulrulnkan 

kulalitas lingkulngan, selhingga pelrlul pelngatulran kelmbali pelnelrtiban dan pendayagunaan tanah 

telrlantar.16 

 Selbagai ulpaya untuk melneltapkan tanah yang tidak diulsahakan, digulnakan, dan 

dimanfaatkan selsulai dengan keladaan atau sifat dan tuljulan pelmbelrian hak atas dasar 

pelngulasaannya selbagai tanah telrlantar, untuk kelmuldian diatulr kelmbali pelngulasaan, 

pelmilikan, pelnggulnaan, dan pelmanfaatannya mellaluli pelneltapan alokasi pelruntuk Tanah 

Cadangan Ulmulm Nelgara. 

 
16 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenkumham RI, 2010). 
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 Belrdasarkan Pelratulran Pelmelrintah Nomor 20 Tahuln 2021, sulatul bidang tanah yang 

suldah diteltapkan selbagai Tanah Telrlantar dan ditelgaskan melnjadi tanah yang dikuasai olelh 

nelgara diselbult selbagai Tanah Cadangan Ulmulm Nelgara (TCUN). 

 Sellanjultnya dijellaskan dalam atulran Pasal 35 ayat (1) bahwa Pendayagunaan TCUN 

dituljulkan untuk pelrtanian dan nonpelrtanian dalam rangka kelpelntingan masyarakat dan 

nelgara mellaluli: 

a) relforma agraria; 

b) proyelk stratelgis nasional; 

c) Bank Tanah; dan 

d) cadangan nelgara lainnya. 

 Pendayagunaan TCUN ini dapat diulsullkan olelh kelmelntelrian/lelmbaga, Kantor 

Wilayah dan Kantor Pelrtanahan; dan/atau olelh pemerintah daerah dengan memperhatikan 

kelbijakan stratelgis nasional, relncana tata rulang, dan/atau kelselsulaian tanah dan daya dulkulng 

wilayah. 

 Belrdasarkan Kelpultulsan Pelneltapan Pelruntukan Pendayagunaan TCUN yang 

diteltapkan olelh Melntelri Agraria dan Tata Rulang/Kelpala Badan Pelrtanahan Nasional, 

pellaksanaan pendayagunaan TCUN didayagulnakan untuk kelpelntingan masyarakat dan 

nelgara mellaluli:17 

1. Program Relforma Agraria 

 a. Dimanfaatkan untuk pelrtanian dan non pelrtanian; 

 b. Selcara administrasi dilaksanakan mellaluli program-program pelrtanahan, dan 

 c. Dilaksanakan Kelpala Kantor Wilayah Badan Pelrtanahan Nasional, seltellah melnelrima 

  kelpultulsan Melntelri Agraria dan Tata Rulang / Kelpala Badan Pelrtanahan Nasional  

  telntang Pelruntukan TCUN. 

2. Proyelk Stratelgis Nasional, dimanfaatkan untuk kelpelntingan selktor yang diteltapkan 

 dalam relncana Proyelk Stratelgis Nasional dan instansi telrkait dan selsulai dengan 

 keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan melngelnai Proyelk Stratelgis Nasional. 

3. Bank Tanah, dimanfaatkan mellaluli Bank Tanah dan sellanjultnya pelngatulrannya 

 dilaksanakan selsulai dengan Pelratulran Pelmelrintah Nomor 64 Tahuln 2021 Telntang Badan 

 Bank Tanah. 

4. Pelruntukan Cadangan Nelgara Lainnya 

 Dilaksanakan gulna melmelnulhi kelbultulhan tanah untuk kelpelntingan pelmelrintah, 

 pelrtahanan dan kelamanan, akibat belncana alam, rellokasi dan pelmulkiman kelmbali 

 masyarakat yang telrkelna pelmbangulnan untuk kelpelntingan ulmulm. Selbellulm 

 didayagulnakan untuk kelpelntingan Nasional, kelwelnangan pelngellolaannya olelh Melntelri 

 Agraria dan Tata Ru lang/Kelpala Badan Pelrtanahan Nasional. 

 Melngelnai Tata Cara Pendayagunaan Tanah Telrlantar dalam rangka prosels 

pendayagunaan mellipulti pelrsiapan, pelneltapan pelruntukan pendayagunaan TCUN dan 

pellaksanaan pendayagunaan TCUN, telrdiri dari: 18 

 a. Kelpastian objelk TCUN; 

  Idelntifikasi kelpastian objelk TCUN dipelrlulkan dalam memastikan objelk hasil  

  pelneltapan tanah telrlantar tellah clelar and clelan untuk dapat dilakulkan prosels  

  pendayagunaan. 

 b. Pelngamanan TCUN; 

  Dilakulkan untuk melncelgah masulknya pelnggarap barul dan pelnggarap tidak telrdata.  

 c. Pelruntukan TCUN; 

 
17 Budi Situmorang, Petunjuk Teknis Pendayagunaan Tanah Terlantar (Jakarta: Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang, 2022). 
18 Situmorang. 
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  Dialokasikan untuk kelpelntingan masyarakat dan nelgara mellaluli Relforma Agraria, 

  Bank Tanah, atau Cadangan Nelgara lainnya. 

 d. Tim Nasional; 

  Tim yang belrtu lgas dalan melmbantul melntelri dalam rangka pendayagunaan TCUN. 

 el. Kelwajiban, Larangan, dan Sanksi Pelnelrima TCUN; 

  Dibulat dalam rangka memastikan pelruntukan TCUN dilaksanakan selsulai dengan 

  alokasi yang diteltapkan dalam Kelpultulsan Pelneltapan Pelruntukan TCUN selhingga 

  belrjalan telpat sasaran dan optimal. 

 f. Basis Data TCUN; 

  Basis data TCUN yang telrintelgrasi dengan Sistelm Informasi Pelrtanahan dibulat 

  dalam rangka melmpelrmuldah pelnyiapan data telkstulal dan data spasial   

  pendayagunaan TCUN maulpuln selbagai sarana pelngelndalian, pelngawasan dan  

  pellaporan pellaksanaan pendayagunaan TCUN. 

 g. Pelngawasan dan Pelngelndalian TCUN; 

  Dilakulkan selbellulm maulpuln seltellah pelneltapan pelruntukan TCUN. 

 h. Pellaporan Pendayagunaan TCUN. 

  Dilakulkan olelh Kelpala Kantor Wilayah Badan Pelrtanahan Nasional dalam rangka 

  pellaporan calon objelk pelneltapan pelruntukan TCUN maulpuln pellaporan   

  pellaksanaan pendayagunaan TCUN yang tellah diteltapkan dalam Kelpultulsan  

  Pelneltapan Pelrulntjan Alokasi TCUN. 

 
Gambar 2: Proses Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Reforma Agraria, Proyek 

Strategis Nasional, Bank Tanah dan Cadangan Negara Lainnya 

 
Su lmbe lr : Dire lktorat Pe lnelrtiban Pe lngulasaan Pe lmilikan dan Pe lnggulnaan Tanah Direlktorat Je lnde lral Pe lnge lndalian 

dan Pe lnelrtiban dan Rulang, Peltu lnjulk Te lknis Pendayagunaan Tanah Telrlantar, 2022 
 

Sellain itul dalam pendayagunaan tanah telrlantar julga haruls memperhatikan belbelrapa 

hal diantara lain: 

1. Pelngatulran Pelr Ulndang-ulndangan 

Pelratulran yang melngatulr melngelnai tanah telrlantar adalah UlUlPA, PP No. 36 Tahuln 

1998, dan PP No. 11 Tahuln 2010. Keltelntulan UlUlPA tidak melngatulr selcara jellas 

melngelnai pelngelrtian tanah telrlantar mellainkan hak atas tanah akan belrakhir atau 

hapuls karelna tanahnya ditellantarkan. Pelratulran yang melngatulr selcara khulsuls 

melngelnai tanah telrlantar, tata cara pelnelrtiban dan pendayagunaan selrta tindakan 
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telrhadap tanah telrlantar adalah PP No. 36 Tahuln 1998 telntang Pelnelrtiban dan 

Pendayagunaan Tanah Telrlantar. Dalam pelrjalanan telrnyata, PP ini dirasa kulrang 

elfelktif karelna melmbelri pellulang kelpada pelmilik tanah untuk melnyiasati langkah-

langkah pelnelrtiban. Untuk itul, dikellularkanlah pelratulran yang barul yaitul PP No. 11 

Tahuln 2010 selkaliguls dinyatakan bahwa PP No. 36 Tahuln 1998 dicabult dan tidak 

belrlakul lagi. Selcara politis selsulnggulhnya ada tuljulan yang lelbih belsar dan lulas selrta 

stratelgis dengan ditelrbitkannya PP No. 11 Tahuln 2010 adalah untuk melnulnjang 

kelbelrhasilan pellaksanaan Program Pelmbarulan Agraria Nasional (PPAN). Di mana 

tanah telrlantar tellah diteltapkan selbagai salah satul obyelk Relforma Agraria.19 

2. Invelntarisasi olelh BPN 

Invelntarisasi tanah telrindikasi telrlantar dilakulkan olelh Kakanwil Badan Pelrtanahan 

Nasional (sellanjultnya diselbult BPN) Provinsi belrdasarkan informasi dari hasil 

pelmantaulan lapangan olelh Kelpala Kantor Pelrtanahan Kabulpateln/Kota. Pelmilik hak 

belrkelwajiban mellaporkan pelnggulnaan selrta pelmanfaatan tanah selsulai dengan 

kelpultulsan pelmbelrian hak atas tanah atau dasar pelngulasaan atas tanah dari peljabat 

yang belrwelnang. Kakanwil BPN Provinsi akan melmbelritahu lkan selkaliguls 

melngellularkan Su lrat Pelringatan Telrtullis I kelpada pelmilik hak atas tanah, agar dalam 

jangka waktul satul bullan seljak tanggal ditelrbitkannya Sulrat Pelringatan, haruls 

melnggulnakan tanahnya selsulai dengan keladaannya atau melnulrult sifat selrta tuljulan 

pelmbelrian haknya atau selsulai izin/kelpultu lsan/sulrat selbagai dasar pelngulasaannya. 

Sulrat Pelringatan ini dibelrikan selbanyak tiga kali. Data lulas tanah yang ditellantarkan 

dipelrgulnakan selbagai bahan pelmbulatan Sulrat Pelringatan I seldangkan Sulrat 

Pelringatan II dan III melnggulnakan data pada akhir pelringatan selbellulmnya.20 

3. Pelmbelrian Sanksi 

Sanksi yang dapat dijatulhkan telrhadap pemegang hak karelna tidak dapat melmelnulhi 

pelrsyaratan yang diselbult dalam Sulrat Pelringatan adalah tanah hak atau dasar 

pelngulasaan atas tanahnya diteltapkan melnjadi tanah telrlantar, selkaliguls hapuls haknya, 

pultuls hulbulngan hulkulm, dan tanahnya ditelgaskan dikuasai langsulng olelh nelgara.21 

 

KESIMPULAN 

Penerbitan Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan 

evaluasi Tanah Terlantar, peringatan Tanah Terlantar; dan penetapan Tanah Terlantar. Tujuan 

dari evaluasi Tanah Terlantar ini adalah untuk memastikan pemegang hak, pemegang hak 

pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, 

memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. 

 Pendayagunaan tanah terlantar Berdasarkan Peratulran Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2021, suatu bidang tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan ditegaskan 

menjadi tanah yang dikuasai oleh negara disebut sebagai TCUN. Pendayagunaan TCUN ini 

dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau 

oleh pemerintah daerah dengan kelbijakan stratelgis nasional, rencana tata ruang, dan/atau 

kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Dalam pendayagunaan tanah terlantar harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, inventarisasi oleh BPN dan kemungkinan 

pemberian sanksi. 
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